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 The global refugee phenomenon impacts Indonesia as a transit country. The 

arrival of asylum seekers carries implications for state security, public 

order, and Human Rights enforcement. This study aims to analyze the legal 

status of asylum seekers in Indonesia, identify the impacts of their presence, 

and examine refugee handling from Human Rights and immigration 

perspectives. This qualitative normative-juridical research employs library 

research with primary legal sources (1945 Constitution, Law No. 6/2011 on 

Immigration, Presidential Regulation No. 125/2016 on Handling Refugees 

from Abroad) and secondary sources (books, journals, legal articles). Data 

were analyzed qualitatively and concluded inductively. The results show 

that Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention and the 1967 

Protocol, thus has no formal obligation to grant refugee status, yet issued 

Presidential Regulation No. 125/2016 as a legal umbrella for refugees to be 

channeled to destination countries. The presence of refugees impacts 

community security and comfort around shelters (as in Daan Mogot, West 

Jakarta) and raises concerns about shifting unity values due to differing 

backgrounds. Handling is conducted through coordination between the 

Immigration Detention House, police, and UNHCR in discovery, sheltering, 

security, supervision, and channeling processes. This study recommends 

community socialization, refinement of Presidential Regulation No. 

125/2016 by integrating Human Rights protection, and strengthening 

cooperation with UNHCR and urging states parties to the Refugee 

Convention to accept asylum seekers in Indonesia. 
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 Abstrak 

Fenomena pengungsi global berdampak pada Indonesia sebagai negara 

transit. Kedatangan pencari suaka membawa implikasi terhadap keamanan 

negara, ketertiban masyarakat, dan penegakan Hak Asasi Manusia. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis status pencari suaka di Indonesia, 

mengidentifikasi dampak kehadiran mereka, serta mengkaji penanganan 

pengungsi dari perspektif HAM dan keimigrasian. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif normatif-yuridis melalui studi kepustakaan dengan 

sumber hukum primer (UUD 1945, UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, 

Perpres No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri) dan 

sumber sekunder (buku, jurnal, artikel hukum). Data dianalisis secara 

kualitatif dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan 

Indonesia bukan peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, 

sehingga tidak memiliki kewajiban formal memberikan status pengungsi, 

namun menerbitkan Perpres 125/2016 sebagai payung hukum bagi 

pengungsi yang akan disalurkan ke negara tujuan. Keberadaan pengungsi 

berdampak pada gangguan rasa aman masyarakat sekitar tempat 

penampungan (seperti di Daan Mogot, Jakarta Barat) serta kekhawatiran 

pergeseran nilai persatuan akibat perbedaan latar belakang. Penanganan 

dilakukan melalui koordinasi Rumah Detensi Imigrasi, kepolisian, dan 

UNHCR dalam proses penemuan, penampungan, pengamanan, 

pengawasan, dan penyaluran ke negara tujuan. Penelitian ini 

merekomendasikan sosialisasi kepada masyarakat, penyempurnaan Perpres 

125/2016 dengan integrasi perlindungan HAM, serta penguatan kerja sama 
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dengan UNHCR dan desakan kepada negara peratifikasi Konvensi 

Pengungsi untuk menerima pencari suaka di Indonesia. 

 

PENDAHULUAN  

Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, cara yang ditempuh oleh sebuah negara 

dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut terkadang memiliki perbedaan dengan 

negara lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, tiap – tiap negara akan berusaha untuk 

menyelesaikan perbedaan yang ada tersebut dengan cara berdiskusi. Hal ini dilakukan demi 

terwujudnya keharmonisan kehidupan bernegara. Namun, terkadang penyelesaian dari 

perbedaan pendapat antara satu negara dengan negara lainnya tidak berjalan dengan baik. 

Ketika hal tersebut terjadi, biasanya akan ada sebuah konflik yang terjadi. Konflik yang dapat 

dipicu oleh perbedaan pendapat ini dapat berupa konflik non fisik maupun konflik fisik. 

Konflik fisik yang terjadi di sebuah negara bisa disebabkan oleh banyak faktor (Arifin et al., 

2024; Buś et al., 2019; Devictor et al., 2021; Hossain, 2023). Konflik yang hadir di berbagai 

dunia bisa disebabkan oleh perbedaan cara pandang antar negara maupun konflik yang hadir 

dikarenakan konflik pribadi yang ada dalam suatu negara tersebut. Konflik fisik tersebut dapat 

berlangsung hingga muncul pertumpahan darah bagi masyarakat yang ada di dalam negara 

tersebut. Konflik bersenjata yang hadir ini mengancam keberadaan banyak orang, bukan hanya 

warga negara dari negara yang berkonflik tersebut, namun juga untuk warga masyarakat dunia 

lainnya (Amiludin & Sinta, 2024; Naseh et al., 2019; Omata, 2023; Taubenböck et al., 2023). 

Keberadaan konflik yang hadir di berbagai dunia mengakibatkan masyarakat yang 

terkena dampak dari konflik bersenjata ini terancam. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat 

yang terkena dampak konflik bersenjata ini memutuskan untuk mencari daerah lain yang 

mereka rasa lebih aman dan tidak berpeluang menimbulkan ancaman bagi kehidupan mereka 

selanjutnya (Fitriyadi & Latukau, 2020; Hadi, 2022; Junef, 2020). Masyarakat yang terkena 

dampak ini melakukan perjalanan menuju sebuah daerah dimana mereka tidak lagi terkena 

dampak konflik bersenjata ini. Mereka bermigrasi menuju tempat aman. Selama perjalanan 

menuju tempat yang lebih aman, mereka menyebar menuju seluruh penjuru dunia. Dalam 

proses mencari tempat yang lebih aman, terkadang mereka melewati batas – batas negara. 

Melihat hal tersebut, negara sebagai pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan untuk 

mengatur mengenai keberadaan para pencari suaka ini (Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Karim & Zakia, 2025; Muhtar et al., 2023). 

Keberadaan Pencari suaka di Indonesia merupakan sebuah fenomena hukum yang tidak 

terlepas dari arus migrasi internasional. Perang yang terjadi di sebuah wilayah umumnya 

memaksa pergerakan manusia untuk berupaya menyelamatkan diri dan mencari tempat yang 

aman dalam kehidupannya. Banyak dari pencari suaka akhirnya berpindah dari satu wilayah 

negara menuju wilayah negara lainnya. 

Dalam praktik yang terjadi, tidak semua pencari suaka merupakan subjek yang diakui 

secara internasional oleh beberapa negara. Keberadaan pencari suaka oleh beberapa negara 

dianggap sebagai subjek internasional yang harus dilindungi keberadaannya, tetapi bagi 

sebagian negara bukan merupakan subjek yang wajib diterima dan diakui sebagai pendatang 

untuk mengisi negara tersebut. 

Hal ini serupa dengan yang diberlakukan oleh Indonesia sebagai sebuah negara. 

Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 
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1967. Sehingga dalam aspek kewajiban secara peraturan perundang-undangan, Indonesia 

bukanlah subjek yang wajib dalam memberikan status pengungsi kepada para pencari suaka 

tersebut. Namun demikian, Indonesia tidak serta merta menutup mata akan penanganan pencari 

suaka yang ada di Indonesia. 

Faktanya keberadaan pencari suaka di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan 

angka fluktuatif. Keberadaan pencari suaka di Indonesia awalnya bermula ketika perang di 

Vietnam terjadi. Sejak tahun 1979, orang-orang Vietnam terdampak perang berupaya untuk 

melarikan diri dari perang Vietnam yang terjadi. Dalam kurun waktu tersebut, mereka berupaya 

melarikan diri ke berbagai wilayah negara di sekitarnya dengan menggunakan kapal dan 

akhirnya masuk juga di wilayah Indonesia. Para pencari suaka tersebut yang masuk ke 

Indonesia ditempatkan di wilayah Pulau Galang, Kepulauan Riau.  

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait penanganan pengungsi di Indonesia, di 

antaranya Krustiyati, (2010) yang menyimpulkan bahwa ketiadaan ratifikasi Konvensi 

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 membuat Indonesia tidak memiliki kewajiban formal 

memberikan status pengungsi namun tetap memiliki tanggung jawab kemanusiaan, (Rahardjo, 

2002) yang mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap orang asing harus 

mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, (Santoso, 2007) yang menemukan posisi 

dilematis Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka, (Wijaya & Suryani, 2022) yang 

mengkaji dampak sosial keberadaan pengungsi dan menemukan bahwa masyarakat sering 

mengalami gangguan rasa aman akibat kurangnya sosialisasi pemerintah, serta (Putri & 

Hidayat 2023) yang menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

dan menemukan kendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan minimnya 

kepastian hukum bagi pengungsi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan karena sebagian besar 

penelitian sebelumnya berfokus pada aspek hukum internasional dan kebijakan penanganan 

pengungsi, sementara kajian mendalam mengenai implementasi penanganan pengungsi di 

Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia dan keimigrasian secara terintegrasi masih 

terbatas, demikian pula penelitian tentang dampak keberadaan pengungsi terhadap keamanan 

nasional dan ketertiban masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengkajian 

penanganan pengungsi di Indonesia dengan memadukan perspektif penegakan hukum 

keimigrasian dan perlindungan HAM, serta mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 

125 Tahun 2016 dalam praktik penanganan pengungsi termasuk dampak sosial yang dirasakan 

masyarakat sekitar tempat penampungan, sehingga pendekatan integratif ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanganan pengungsi di 

Indonesia. 

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yaitu 

menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara 

dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan 

pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Disini hukum dilihat sebagai 

variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana.  Hal ini didasarkan atas dasar prinsip 

keamanan negara yang juga dituangkan dalam fungsi dasar keimigrasian yang diatur dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal 

tersebut Imigrasi selaku institusi yang berwenang atas pengawasan orang asing yang berada di 

Indonesia memiliki peran penting mengenai keberadaan para pencari suaka. Imigrasi memiliki 
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pengaruh yang cukup besar atas pengawasan kedatangan orang asing di Indonesia yang mana 

jika bersikap lalai, maka wujud dari keamanan negara tidak dilakukan (Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016). Tentunya hal tersebut dapat memicu 

hal – hal buruk terhadap keamanan negara Indonesia.  

Berkaca dengan upaya keamanan negara yang juga disandingkan dengan penegakan 

terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia, tentu pemberlakuan terhadap pencari suaka di 

Indonesia, Indonesia berupaya untuk memberlakukan keadilan bagi dua sudut pandang 

tersebut. Keberadaan para pencari suaka di Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri. Mereka 

hadir walaupun keberadaanya tidak pernah secara seutuhnya diterima oleh banyak pihak di 

Indonesia. Keberadaannya ini lambat laun mengalami peningkatan mengingat bahwa konflik 

bersenjata di seluruh dunia pun semakin banyak jumlahnya. Mereka yang datang ke Indonesia 

biasanya menjadikan negara Indonesia sebagai negara transit sebelum akhirnya mereka 

berharap negara ketiga yang menjadi negara penandatangan kesepakatan internasional tentang 

pengungsi menerima kedatangan mereka. Hal ini berarti mereka pun yang keberadaannya 

berada di Indonesia secara tidak langsung telah membawa dampak yang begitu banyak bagi 

Indonesia. 

Lantas, bagaimanakah sebenarnya status kehadiran mereka di Indonesia? Banyak hal 

yang perlu dibahas mengenai keberadaan mereka yang mencari tempat berlindung atas 

keselamatan nyawanya tersebut di Indonesia. Lalu bagaimanakah juga dampak yang dapat 

ditimbulkan oleh para pencari suaka tersebut di Indonesia? Serta, bagaimanakah penangan 

terhadap para pengungsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia selaku pemegang 

kekuasaan dari sudut pandang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia? Hal – hal tersebut 

perlu dilakukan untuk menjaga keamanan negara dan tegaknya kedaulatan bangsa Indonesia 

yang humanis dan sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia. 

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis status keberadaan para pencari suaka di Indonesia menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh 

kedatangan para pencari suaka bagi Indonesia dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, 

serta mengkaji penanganan pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari 

perspektif Hak Asasi Manusia dan keimigrasian. Penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang hukum keimigrasian dan Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai 

penanganan pengungsi di Indonesia yang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi 

Pengungsi. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Indonesia sebagai bahan 

evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih 

komprehensif, bagi aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan 

keimigrasian terhadap pengungsi, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan dan variabel yang lebih beragam. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-

yuridis, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum 

yang berkaitan dengan penanganan pengungsi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk 
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memahami secara mendalam implementasi kebijakan penanganan pengungsi dari perspektif 

Hak Asasi Manusia dan keimigrasian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan menelusuri sumber bahan hukum primer dan sekunderMetode 

Pengumpulan Data 

Pada penulisan penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian 

pustaka melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder. 

1. Sumber Bahan Hukum Primer : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri. 

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder : Internet dan Buku 

Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian 

kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif 

yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat 

khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.statistika yang digunakan 

sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya tidak menuliskan rumus yang sudah berlaku 

umum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Status Keberadaan Para Pencari Suaka di Indonesia Menurut Undang – Undang yang 

Mengatur Tentang Pengungsi 

Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, dimana Indonesia terletak 

diantara dua samudra dan dua benua. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara di 

dunia yang memiliki posisi strategis. Banyak sekali keuntungan yang didapat oleh Indonesia 

sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis di dunia. Keuntungan tersebut meliputi 

banyak sumber daya alam dan keindahan alam yang luar biasa indah. Tak heran hal ini 

membuat jumlah orang asing dari berbagai dunia mendatangi Indonesia dengan berbagai 

maksud dan tujuan. 

Kedatangan orang asing di Indonesia dalam satu sisi dapat menguntungkan bagi 

Indonesia. Namun, pada faktanya banyak pula efek yang tidak baik yang ditimbulkan oleh 

kedatangan orang asing dari berbagai macam dunia ini terhadap Indonesia. Maka dari itu, 

diperlukan suatu institusi yang bertugas untuk memberikan izin masuk ataupun keluar wilayah 

Indonesia. Dalam hal tersebut, pemerintah memberikan mandat tugas pada Imigrasi Indonesia. 

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki setiap tujuan dan maksud yang berbeda 

– beda pula. Orang asing yang datang bisa saja datang ke Indonesia dengan tujuan wisata, 

berbisnis, atau sekali pun bertujuan menetap selamanya di Indonesia. Mereka datang dengan 

berbagai macam latar belakang berbeda yang mereka punya. 

Orang asing yang datang ataupun keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen 

perjalanan yang sah dan masih berlaku.  Artinya setiap orang wajib membawa serta 

menggunakan dokumen perjalanan ini sebagai identitas yang sah ketika berada di wilayah 

negara yang bukan wilayah negara asalnya. 

Orang asing yang datang di Indonesia merupakan objek dari pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak Imigrasi Indonesia. Oleh karenanya, pihak Imigrasi memiliki 

kewenangan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan karena 



 

2918 

setiap orang asing yang datang ataupun keluar memiliki tujuan yang baik dan sesuai dengan 

perolehan izin tinggalnya. Hal ini didasarkan dengan penemuan kasus – kasus mengenai hal 

tersebut. Sebagai contoh ialah kasus penemuan kasus pemalsuan dokumen perjalanan yang 

dilakukan oleh warga negara asing. Hal – hal tersebut menjadi topik serius yang harus dibahas 

oleh pihak Imigrasi Indonesia. 

Selain hal di atas, terdapat hal yang lebih serius mengenai Keimigrasian. Hal tersebut 

ialah mengenai fenomena para pencari suaka di Indonesia. Keberadaan para pengungsi di 

Indonesia berasal dari berbagai dunia yang sedang mengalami konflik. Mereka para pengungsi 

merasa perlu melakukan migrasi dikarenakan mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan 

yang lebih aman dan lebih menjamin segala hak – hak dasar dari kehidupannya. Maka dari itu, 

tidak   cara pengurusan para pencari suaka tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

berupa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Penangan Pengungsi dari Luar 

Negeri. Kebijakan ini dibuat bukan sebagai landasan atas penerimaan para pencari suaka 

seluruhnya tetapi hal ini dibuat untuk mengatur keberadaan pengungsi yang ada di Indonesia. 

Dampak yang Ditimbulkan Oleh Kedatangan Para Pencari Suaka Bagi Indonesia 

Para pencari suaka yang hadir di Indonesia pastinya memberi efek langsung terhadap 

negara lain yang menjadi penerimanya. Hal ini dapat berdampak pada nilai keamanan yang ada 

di Indonesia. Pendekatan keamanan yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara.  Indonesia yang posisinya bukan sebagai 

negara akhir dari para pencari suaka tersebut pun merasakan sendiri dampak akan hadirnya 

mereka. Keberadaan para pencari suaka di Indonesia sendiri menurut Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, pengungsi akan diberikan 

tindakan berupa pemindahan kapal pertolongan jika dalam tersebut kapal yang digunakan oleh 

pengungsi akan karam. Selain itu, dalam hal keadaan darurat pengungsi akan dibawa ke 

pelabuhan atau daratan terdekat agar diberikan pertolongan. Hal lain yang perlu dilakukan ialah 

mengidentifikasikan pengungsi yang membutuhkan perawatan medis dalam keadaan darurat. 

Hal terakhir ialah dalam keadaan yang berbahaya orang asing yang diduga merupakan para 

pencari suaka akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi.  

Dalam hal tersebut, orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi karena suatu 

hal yang dirasakan oleh orang yang bersangkutan tersebut dapat mengancam keberadaan 

hidupnya, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan koordinasi dengan pihak 

Persatuan Bangsa – Bangsa melalui komisariat Tinggi urusan Pengungsi di Indonesia.  

Penanganan yang dilakukan tersebut demi terwujud suatu payung hukum yang jelas tentang 

pengungsi. Hal ini dilakukan pula untuk memberikan kejelasan mengenai penanganan 

pengungsi yang hadir agar dampak yang hadir bagi masyarakat Indonesia maupun bagi para 

pencari suaka tersebut dapat merasakan keamanan. 

Para pencari suaka yang telah di data oleh Rumah Detensi Imigrasi akan segera 

dipindahkan ke suatu tempat yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan pemerintah 

kota/kabupaten mengenai tempat penampungannya. Selanjutnya mereka akan diurus oleh 

pihak Komisariat Tinggi urusan Pengungsi. Mereka akan diurus sampai dengan mereka 

diterima di negara akhir atau negara penandatangan Konvensi internasional tentang pengungsi. 

Meski para pencari suaka tersebut telah diusahakan agar memiliki kehidupan yang lebih 

aman, tidak dapat dipungkiri pula bahwa para pencari suaka yang datang ke Indonesia 

memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat maupun negara. Bagi masyarakat yang 
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merasakan dampak langsung dari pengungsi ialah masyarakat biasanya akan merasakan 

keamanan dan kenyamanan. Hal tersebut seperti yang terjadi di daerah kawasan Daan Mogot, 

Jakarta Barat dimana para pengungsi yang telah ditempatkan di gedung bekas Kodim di daerah 

Daan Mogot. Hal tersebut diutarakan oleh seorang ketua Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun 

Warga (RW) 017, perumahan Daan Mogot Baru, Jantoni. Jantoni selaku ketua RT setempat 

menyampaikan bahwa masyarakat terganggu dengan kehadiran para pengungsi dikarenakan 

para pengungsi bertingkah yang meresahkan. Hal tersebut yang dimaksud ialah dengan ada 

seperti aksi yang dilakukan oleh pengungsi. Sebagai contoh adalah seorang pengungsi 

mengetuk – ketuk sebuah kaca mobil yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal lain yang 

juga diutarakan oleh ketua RT setempat ialah bahwa dikatakan para pengungsi yang tinggal di 

gedung bekas Kodim tersebut tidak akan keluar dari wilayah tersebut. Faktanya adalah para 

pengungsi tersebut keluar dari wilayah yang telah ditentukan dan bahkan hingga duduk dan 

tidur di depan sebuah emperan toko.  Hal tersebut membuat resah masyarakat. Untuk hal yang 

dilakukan selanjutnya ialah ketua RW setempat melakukan koordinasi dengan pihak 

pemerintah yang lebih memiliki kewenangan tinggi terhadap penanganan hal semacam ini agar 

dapat membuat masyarakat sekitar tetap merasa aman dan nyaman bermukim di sekitar Daan 

Mogot. 

Hal – hal tersebut merambah hingga masyarakat sendiri melakukan semacam aksi 

penolakan. Hal tersebut berdampak  pada sebuah aksi dimana masyarakat membuat semacam 

spanduk yang berisikan kalimat penolakan mereka akan hadirnya para pengungsi di Indonesia. 

Masyarakat merasa kedatangan pengungsi dapat mengganggu keadaan sosial di sekitar daerah 

tersebut. Keberadaan tempat tinggal pengungsi memang berada di sebelah sebuah sekolah. 

Masyarakat khawatir dengan keadaan jika terdapat keributan kedepannya. 

Keberadaan para pengungsi yang hadir di Indonesia ini pun tidak dapat dipungkiri 

membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Hal tersebut juga berlaku bagi keamanan 

negara. Keamanan negara merupakan suatu kondisi dimana terdapat usaha dan daya upaya di 

dalamnya untuk menjaga tegaknya dan utuhnya kedaulatan negara. Ketika keberadaan para 

pencari suaka ini hadir di tengah kehidupan negara Indonesia, hal tersebut perlu dipikirkan 

kembali. Para pengungsi yang hadir dari negara – negara yang berbeda, dengan latar belakang 

kehidupan yang berbeda pula dari apa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, merupakan 

hal yang perlu dipikirkan secara dalam. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat menimbulkan 

dampak yang tidak baik pula. Hal ini didasarkan pada sebuah pemikiran mengenai perbedaan 

dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Hal ini dikemukakan oleh Karl Marx dengan teori 

nya tentang teori Konflik. Ia mengatakan bahwa negara memiliki kepentingan, begitu pula 

dengan masyarakat juga memiliki kepentingan. Dalam hal tersebut berarti bahwa setiap orang 

pun memiliki kepentingan. Hal ini pun yang perlu dipikirkan bahwa mereka yang menyebut 

dirinya sebagai pengungsi pun memiliki kepentingan yang berbeda – beda pula. Dengan adanya 

pemikiran semacam ini, perlu diperhatikan kembali apa yang pemerintah lakukan terhadap 

pengungsi akan berdampak pula kepada masyarakat Indonesia. 

Warga negara Indonesia merupakan orang – orang bangsa Indonesia asli ataupun orang 

– orang bangsa lain yang disahkan menurut undang – undang.  Orang – orang yang mengaku 

sebagai warga negara Indonesia mesti paham mengenai latar belakang yang telah dialami oleh 

bangsa nya dulu. Pemahaman terhadap latar belakang negara Indonesia ini yang akan dijadikan 

sebagai sebuah acuan mengenai konsepsi bernegara kedepannya. 
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Merujuk pada pandangan tentang hal latar belakang negara, hal tersebut dapat dikaitkan 

dengan fenomena keberadaan para pencari suaka yang hadir di Indonesia. Mereka yang hadir 

di Indonesia tentunya merupakan orang asing yang sebelumnya tidak paham mengenai negara 

Indonesia. Mereka juga datang dengan latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Hal 

semacam inilah yang dapat mengganggu keamanan nasional. Hal tersebut seperti yang pernah 

diutarakan oleh salah satu dosen Politeknik Imigrasi. Beliau ialah Muhammad Alvi Syahrin 

yang melakukan kunjungan ke tempat penampungan para pengungsi. Ketika beliau hadir di 

tengah – tengah kamp penampungan pengungsi, beliau bertanya pada salah satu pengungsi asal 

Afghanistan. Beliau bertanya mengenai agama yang dianut oleh salah satu pengungsi tersebut. 

Kemudian pengungsi tersebut mengatakan bahwa dirinya ialah seorang muslim dengan aliran 

syiah. Syiah sendiri merupakan aliran yang memang banyak berkembang di kawasan Asia 

Tengah. Aliran ini memiliki paham yang berbeda dengan aliran yang berkembang di Indonesia. 

Aliran yang berkembang ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang berkembang di 

Indonesia. Hal semacam ini dapat mengancam paham – paham yang telah ada di Indonesia. 

Lebih dari itu hal yang dikhawatirkan ialah mengenai persatuan Indonesia yang dapat terancam 

dikarenakan ancaman seperti hal yang diuraikan di atas. 

Dalam masuknya para pencari suaka yang ada di Indonesia, khususnya seperti uraian 

singkat tentang ilustrasi kehidupan para pengungsi di daerah Daan Mogot yang datang dari 

latar belakang pemahaman aliran kepercayaan yang berbeda merupakan sebuah tantangan yang 

harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kasus yang telah diutarakan di atas, hal 

yang dikhawatirkan ialah paham – paham semacam ini akan berkembang di masyarakat. Hal 

tersebut dapat terjadi ketika terjadi interaksi antara pengungsi yang memiliki aliran 

kepercayaan tersebut dengan masyarakat Indonesia. Ketika hal tersebut terjadi pastinya akan 

menimbulkan sebuah paham baru yang mana tidak sesuai dengan apa yang telah dipraktikkan 

selama ini di Indonesia. Ketika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan dampak yang timbul dapat 

terjadi secara masif. Akibatnya, perpecahan bisa saja ditimbulkan oleh kejadian semacam ini. 

Sebagai ilustrasi, hal – hal yang dibawa oleh orang asing yang ada di Indonesia dan 

memberikan dampak yang tidak begitu baik untuk Indonesia ialah banyaknya wisatawan asing 

di Pulau Bali yang gaya hidupnya bukan selayaknya kehidupan yang menjadi budaya luhur 

bangsa Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan ke depan agar segala hal yang 

berhubungan dengan orang asing perlu dikaji lebih banyak. 

Penanganan Pengungsi yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

Para pengungsi yang hadir di dunia merupakan subjek kemanusiaan yang harus 

memiliki payung hukum yang jelas, khususnya bagi Indonesia yang dalam hal ini bukan 

merupakan negara yang menandatangani Konvensi Internasional tentang pengungsi. 

Keberadaan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia sendiri harus diberikan aturan yang 

mengatur bagaimana penanganan yang harus dilakukan ketika pengungsi yang telah berada di 

wilayah Indonesia diatur. Maka dalam urusan untuk mengatur penanganan tentang para pencari 

suaka ini yang hadir di wilayah Indonesia, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik 

Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini dibuat khusus untuk mengatur kehidupan para 

pengungsi yang keberadaannya berada di Wilayah Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan penjelasan bahwa penangan 

pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan 
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Bangsa – Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau 

organisasi internasional.  Untuk melaksanakan peraturan tersebut, penanganan dilakukan 

dengan cara koordinasi oleh menteri. Koordinasi yang dimaksud ialah dalam hal penemuan, 

penampungan, pengamanan, serta pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi. Dalam 

keadaan penemuan pengungsi di wilayah Indonesia, menteri melakukan koordinasi dengan 

pihak – pihak yang terkait dalam hal operasi pencarian dan penyelamatan. Lembaga – lembaga 

tersebut diantaranya ialah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, 

kementerian pada bidang perhubungan, lembaga terkait dalam urusan keamanan dan 

keselamatan laut atau yang disebut Badan Keamanan Laut,  serta lembaga yang terkait non-

pemerintah yang berurusan dengan laut. 

Ketika seorang atau kelompok pengungsi datang di wilayah perairan Indonesia, maka 

hal yang pertama kali harus dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan dalam proses 

pencarian dan pertolongan ialah memberikan pertolongan. Dalam keadaan pengungsi 

ditemukan menggunakan perahu dan keadaan perahu tersebut akan tenggelam di  daerah 

perairan Indonesia, maka pengungsi tersebut perlu ditolong dengan memberi tumpangan 

dengan kapal penolong. Selain itu, pertolongan juga diberikan dengan sesegera mungkin 

membawa para pengungsi menuju ke daratan atau pelabuhan terdekat. Pihak penolong dalam 

hal ini juga perlu melakukan identifikasi terhadap para pengungsi yang membutuhkan 

perawatan medis. Setelah hal dirasa cukup baik, pengungsi dibawa menuju Kantor Imigrasi 

terdekat untuk segera diserahkan kepada pihak Rumah Detensi Imigrasi dan dilakukan 

pendataan terhadap pengungsi tersebut. Hal serupa juga dilakukan terhadap penemuan 

pengungsi di daratan Wilayah Indonesia. Ketika suatu instansi menemukan pengungsi di 

wilayah daratan Indonesia, pihak tersebut perlu melaporkan keadaan tersebut kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelahnya, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi 

dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Rumah Detensi Imigrasi. Hal yang dilakukan 

selanjutnya ialah pendataan. Pendataan dilakukan untuk kebutuhan administrasi serta 

pengawasan terhadap para pencari suaka tersebut. 

Rumah detensi Imigrasi melakukan pendataan terhadap orang asing dalam hal ini yang 

dicurigai sebagai pengungsi yang datang dengan memeriksa dokumen perjalanan, status 

keimigrasian, serta identitas. Dalam hal pemeriksaan oleh pihak Rumah Detensi Imigrasi 

terhadap orang asing tersebut dan orang tersebut menyatakan diri sebagai pengungsi, maka 

tindakan selanjutnya ialah Rumah Detensi Imigrasi akan berkoordinasi dengan pihak 

perwakilan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang mengurus pengungsi yang dalam hal ini ialah 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).Setelah pendataan dilakukan, 

Rumah Detensi Imigrasi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk 

penentuan tempat penampungan bagi para pengungsi. Dalam hal belum tersedianya tempat 

penampungan, para pencari suaka diakomodasikan sebuah tempat penampungan sementara 

yang sebelumnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan tempat penampungan yang 

digunakan berupa barang milik daerah yang sebelumnya ditetapkan dengan melakukan 

koordinasi penggunaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Peranan yang perlu dilakukan selanjutnya ialah pengawasan terhadap pengungsi yang 

dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Detensi 

Imigrasi ialah dengan memeriksa ulang identitas dan dokumen pengungsi. Selanjutnya pihak 

Rumah Detensi Imigrasi akan memberikan sebuah kartu yang berfungsi sebagai identitas bagi 



 

2922 

pemegangnya yang dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali.Hal yang harus dilakukan 

selanjutnya ialah bahwa setiap pengungsi wajib melaporkan diri kepada pihak Rumah Detensi 

Imigrasi. Kegiatan tersebut berguna untuk kepentingan pengawasan yang dilakukan oleh 

Rumah Detensi Imigrasi. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, pengungsi yang tidak 

melakukan pelaporan diri selama tiga kali secara berturut – turut dengan alasan yang tidak jelas 

akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Liputan6, 2019). 

Selanjutnya ialah para pengungsi menunggu kepastian terhadap penerimaan status 

dirinya ke negara tujuan pengungsi tersebut. Dalam hal pengungsi diterima oleh negara tujuan 

pengungsi, pengungsi akan menerima pemberitahuan dari pihak UNHCR sebagai perwakilan 

dari Persatuan Bangsa – Bangsa. Selanjutnya pengungsi akan diminta menyelesaikan segala 

keperluan administrasi yang perlu diurus oleh pengungsi. Setelahnya pihak Rumah Detensi 

Imigrasi akan mengawal keberangkatan pengungsi tersebut menuju negara tujuan.Pengawasan 

Keimigrasian juga dilakukan terhadap para pengungsi yang secara sukarela kembali ke negara 

asal semula. Dalam hal ini Rumah Detensi Imigrasi akan menerima permohonan kepulangan 

dari pengungsi tersebut secara sukarela. Selanjutnya pengungsi akan menyelesaikan segala 

urusan administrasi nya terkait kepulangan pengungsi tersebut menuju negara asalnya. 

Selanjutnya Rumah Detensi Imigrasi akan mengawal keberangkatan pengungsi tersebut 

menuju negara asalnya. 

Dalam hal pengungsi ditolak pengajuannya menuju negara tujuan, Rumah Detensi 

Imigrasi akan menerima pemberitahuan penolakan tersebut. Selanjutnya Rumah Detensi 

Imigrasi akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk mengeluarkan pengungsi tersebut 

dari tempat penampungan menuju Rumah Detensi Imigrasi. Selanjutnya, semua urusan 

administrasi pengungsi tersebut akan diurus untuk diproses pendeportasian pengungsi tersebut. 

Selanjutnya pihak Rumah Detensi Imigrasi akan mengawal keberangkatan pengungsi tersebut 

untuk dideportasi. 

 

KESIMPULAN 

Keberadaan pencari suaka di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, 

di mana mereka datang dengan berbagai latar belakang dan alasan untuk menyelamatkan diri 

dari konflik di negara asalnya. Indonesia yang terletak di posisi strategis di antara dua samudra 

menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi, meskipun Indonesia bukan merupakan 

negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga secara formal tidak 

memiliki kewajiban memberikan status pengungsi. Namun demikian, sebagai negara yang juga 

disinggahi oleh pengungsi, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai payung hukum untuk memberikan 

kejelasan keberadaan para pencari suaka yang akan disalurkan ke negara tujuan. Keberadaan 

pengungsi membawa dampak signifikan, baik berupa gangguan rasa aman dan kenyamanan 

masyarakat sekitar tempat penampungan seperti yang terjadi di Daan Mogot, Jakarta Barat, 

maupun kekhawatiran akan pergeseran nilai-nilai persatuan Indonesia akibat perbedaan latar 

belakang dan cara pandang, seperti kasus pengungsi Afghanistan beraliran Syiah yang berbeda 

dengan paham yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran 

penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara melalui pemberian kejelasan aktivitas 

pengungsi, penegasan sikap kepada dunia internasional mengenai status Indonesia bukan 

negara penerima pengungsi, serta kerja sama yang cepat dan tanggap dengan Perserikatan 
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Bangsa-Bangsa untuk mendesak negara-negara peratifikasi Konvensi Pengungsi agar segera 

menerima para pencari suaka yang berada di Indonesia. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk 

memberikan sosialisasi dan koordinasi yang lebih baik kepada masyarakat sekitar tempat 

penampungan guna mencegah penolakan dan konflik sosial, serta segera merevisi atau 

menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan mengintegrasikan 

perlindungan Hak Asasi Manusia secara lebih eksplisit dan memperjelas mekanisme 

pengawasan terhadap pengungsi. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Imigrasi, 

disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengungsi dan mempercepat 

koordinasi dengan UNHCR dalam proses penyaluran pengungsi ke negara tujuan. Kepada 

masyarakat, disarankan untuk lebih memahami kondisi kemanusiaan para pengungsi dan 

berperan aktif dalam menjaga kerukunan sosial di lingkungan sekitar tempat penampungan. 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 di berbagai daerah serta mengkaji 

perbandingan penanganan pengungsi antara Indonesia dan negara-negara transit lainnya di 

Asia Tenggara. 
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